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BUFATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KARBUPATEN LUMAJANG

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADICO SUARA LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

&,

DENGAN RAHMAT TULIAN YANG MAHA ESA

BUFATI LUMAJANG,

bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran  di
Daerah mempunyai  peranan  vang sangat penting,
strategis, dan efektif dalom memberikan kescimbangan
informasi, pendidizan, kcbudayaan, dan hiburan vang
Lersilfal posidf kepada masyarakart, schingga mampu
mendukung keberhasilan  program pembangunan,
kegiatan pemerintahsan, dan kemasyarakatan:

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 lentang Penviaran dan Peraturan
FPemerintah Nomor 11 Tahun 2005 lentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembags Penyiaran Fublik,
maka Radio Khusus Pemerintah Dgerah vang telah ada
diubsh menjadi Lembaga Penviaran Publik Lokal Radio
Suara Lumajang;

bahwa berdasarkan pertimbsngan sebagaimana dimaksud
burul a, mska perlu mengatur Pemnbentukan Lembaga
Penyviaran Publik Tokal Radio Suara Lumajang Kabupaten

Lumajong, dengan Peraturan Daerah,

Pasal 18 ayal (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Lndang-Undang  Nemor 12 Tahun 1950 tenlang
Pembentukan Daerah-Daerah Kahupsaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jaws Timur{lLembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1950 Nomeor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesiz Nomor %) sebagaimana telah diubah
dengan Lndang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembersn
Megara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
2730):

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999  tlenlang
Telekurnunikasi [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahen Lembaran Negara
Republik Indionesia Nomor 3881):
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Undang-Undeng Nomor 39 Tehur 19949 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3REA);

Undang-Undzng Nomor 410 Tahun 1999 tcntang DPers
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
196, Tambahan Lembagza Negara Republik Indonesia
Nomor 3887);

Undang-Undeng Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indunesia
Numor 4252);

Undang-Undeng Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Parimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintehan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undeng  Nutmwwr 14 Tahun 2008  tentang
Keterbukan Informasi Publik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor &1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Iindsng  Namor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran
Negara Republik Indonesin Tehun 2011 Nomor B2,
Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia Nomor
0234);

Undang-Undeng Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintshan Daerah [Lembaran Negara  Republis
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana
lelah  diubah kedua kalinya dengan Undsng-Undang
Nomor 4% Tahun 2015 (Lembaran HNegara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tehun 2000 tcntang
Penvelenggaraan  Telekomunikasi  (Lembaran Negara
Republik Indoresia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29580);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Pengglunasn Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelic
(Lemboran Negara Republik Indoncsia Tahun 2000 Nomor
108, Tambwmhan Lembaran Negarm Republik Indoncsia
Nomor 398 1);

Peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2005 tentang
Penvelengparaan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran
MNepara Republik Irdonesia Tahun 2005 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
4485);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Lembaga Penviaran Publik Radie Eepublik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
29, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 448a);



Menetapkan :

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (Lembarsn  Negara  Repulbik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambohan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

16, Peraturan  Presiden Nomor 87 Tahun 2014 entang

Peraturar Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Unduangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Momor 103);

17. Peraturan Mentcri Komunikasi Dan Informatika Republik

Indunesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persvaratan Dan
Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

18, Peraturan Deeruh Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Feranglkat
Daerah [Lembaran Daersh Kabupaten Lumajang Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan [ mbaran Daerah Kabupalen
Lumajang Nomor 90,

Dengan Perssiujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUEAN LEMDAGA
PENYJARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA LUMAJANG
KADUPATEN LUMAJANG,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan ¢

<

2
2.
% Dewan Ferwakilan  Rakyat Daerah  vang  selanjutnva

Daerah adalah Kabupaten Lumajang.

. Pemerintah Daerah  adalah  Pemerintah Kabupatcn

Lumajang.
Bupau adalah Bupati Lumajang.

disingkat DPRED, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaien Lumajang.

- Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran

vang berbentuk badan hukum yang didirikan aleh
Pemerintah Daerah, menyclenggarakan kegiatan PENYiardn
radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan
berfungsi memberikan  layanan  unluk  kepentingan
masyarakat.

.Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat

LPPL adalah Radio Publk Lokal milik Mcmerintah Kabupaten
Lumajang yang dizeri nama “Radiv Suara Lumajang”,
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. Blaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentui

SUara, atau yang berbentuk karaktecr, baik vang bersifat
interaktil maupun tidak, vang dapat diterima  melalei
perangkal penerima siaran.

- Peryiaran adaelah kegiatan pemancarluasan siaran melelui

Sarana pemanear dan alau sarana transmisi di daerah,
dilaut atau diantariksa dengan menggunaken spektram
ireluensi radio melalui udara, kabel, dan atav media lainmya
untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh
masyarakan dengan perangkat penerima siaran,

- Penyiarar Radio adalsh media komunikasi masss dengar,

yang menyalurkan batasan dan inlormasi dalam bentuk
suara secara umum dan terbuka berupa program vang
teratur deng berkesinambungan.

Siaran Tklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial
dan layanan masyarekat tentang tersediannya jusa, berang
dan gagasan vang dapat dimanfaaikan cleh khalayak dengan
atau tanpa imbualan kepada kepada lembega penyiaran VENg
bersanglatan,

Slaran lklan Niaga adalah siaran iklan komersizl vang
disiarkan melalui penyiaran radio tujuan memperkenalan,
memasyarakan dan/atsu mempromosikan barang atau jasa
kepadn khelaysk sasaran untuk mempengaruhi konsumen
agar wengpunakan produk vang ditawarkan.

Siaran Iklan Masyaraket adalah sizran iklan non komersial
yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan
memperkenalkan, memasvarakatkan dan/atau
mempromosikan gagasan, cita cita, anjuran dan/atau pesan
pesan lamnya kepada masyarakal untuk mempengaruhi
khalayak agar berbuat danjatau bertindak laku sesuai
dengan pesan iklan terssbut.

Siaran Langsung adalah program kegiatan yang disiarkan
secars langsung haik dari studie ataupun dari tempar
kegiatan lain dengan  bantuen pemancar mini yang
lkemudian dipancarluaskan melalui Radio Suara Kabupaten
Loarma jarng,

Siaran lidak Langsung adalah siaran tunda dalam bentuk
rekaman.

Iklan adalah promosi yang dislarkan pada jam siaman iklan.
Iklan Sponsor adalah sioran promosi yvang disiarkan di luar
jam siaran iklan,

Filihan Pendengar sdalah suatu permintaan laga lagu vang
disukal dengan cara telepon ataw sms.

Pengumumsan adalah sLaElu permintasan dar:
orang/kelompok flembaga, organisasi, perusahaan dan loin
sebagainya untuk disiarkan.

-Dewan Pengawas adalah orgun lembaga penyiaran publik

yeng berfungsi mewakili masyarakat pemerintah dan unsur
lembaga penviaran publk yang menjalankan tugas
pengawasan untuk mencapal twuan lembags penyiaran
publik.

-Dewan Direksi adalah unsur pimpnan lembaga penyiaran

publik  vang berwerang dan  bertanggung  jawab  atas
pengelolaan lembega penyiaran publik.



21. Komisi Penyvigran Indonesia Daerah yang selanjuinya di
singkal KPID, adalah Lembaga Nepara vang  bersilal
mdependen vang ada di daerah, sebagat wujud peran scrta
masyarakst di bidane penviaran.

. Pedeman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Slaran
vang sclanjutnva  disingkal P3-BPS adalah acuan bagi
penyiaran dan RPl untuk menyelenggarakan dan mengawas:
sistem penviaran nasional di Indonesia.

23. luran Penyviaran adalah sgumlah uang vang dibavarkan
masvarakat kepada negara sebagai wujud peran  serta
mosyvarakat untuk mendanal peryiaran pubhk yeang alkan
dipertangguing Jawalkun SEUEI T periodik kepada
masyarakart.

24, Sumbangan Masyvarakat adalah Pembenan bersifat sukercla
dengan lanpa adanyva imbalan bersifal keuntungan.

25 Angparan Pendapaten dan Belarmja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anpesren Pendapatan dan Belamja
Dacrah Kabupaten Lumajang

26. Bekretariat adalah Sekretariar LPPL Radio Suara Lumajang

27 Unit adalah Unit LPPL Radio Suara Lumajeng

o
bt

BAR I
PEMBENTUEAN, SIFAT DAN TUJUAN

Pa=al 2

{1} Peraturan Dasrah ini adalah landasan bagl pembentukan
badan hukum LPPL antuk jasa penyiaran radin.

2} LPPL sebegaimena dimaksud pada avat (1], bername LML
= P X
*Radic Suara Lumajang”.

Pasal 3

LPPL sebapaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalame
penyelengparann penylaran bersilat

a. Independen,

b. Netral;

¢ Tidak komersial.

Pasal 4

LPFL sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2, bertujuan
menvajikan program siaran yang mendorong tervwujudnva sikap
mental masvarakst vang beriman dan  bertakwa, cerdas,
menperkukih integrasi nasionsl dalam rangka membangun
masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta
menjaga citra positif bangsa.



BARB T
KEDUDUEKAN, TUGAS DAN FUNCGSI

Pasal 5

(1) LPPL berkedudukan  sebagai  badan hukum  lembaga
petviaran publik independen yang didirikat oleh Pemerintah
Kebupaten Lumajang.

(2} LPPL menyelenggarakon kegmatan siaran lokal di dacrah,
Pasal &

(1} LPPL mempunyai tugas menvampaikan informasi timbal
balilk Pemerintah Taerah dengan masyarakal, sera antar
masvaraloat.

(2) Dalamn menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
[1}, LPPL mempunyal [ungs: sebagai media informasi bidang
keagamaan, kependidikan, kesehatan, ekonomi,
kebudavaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan perekat
gosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan senantiasa
beroricntasi  kcepada  kepeontingan scluruh lapisan
masvarakat,

Pasal 7

Dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan
masyarakat schagaimana dimaksud dalam Pasal &, LPPL
melibatkan partsipasi publik berupa keikutsertasn di dalam
siaran, evaluas:, uran penvigran, dan sumbesngan masyarakat,
sesual dengan ketentuan peraturan peruncang-undangan vang
berlaku

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 8

(1) Untuk menyelenpmaralkan pefyiaran, LPFL  wajib
mendapatkan izin penyelenggaraan ponylaran sceara tertulis
sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan o yang
berlalo.

(2) Bebelum mengajukan permohonan i1zin penyvelenggaraan
penyiaran sebagaimana dimaksuad pada ayat (1), LPPL harus
mengetahul ketessediaan  frekuensi di wilayahnya scsuai
dengan ketenmar perundang-undangan.

BABV
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1} Sumher Pembiayaan Penvelenggaraan LPFPL berasal dari :
a. APBD Kabupaten Lumejang,



. s1aran iklan; dan
. sumbangan masyvarakat:
. Hibah;

Tanf Layanan siaran;

Horjasama scsuai peraturan nerundang-undangan;
- usaha lain vang sah dan tidsk mengikat terkait dengan
penyelenggaraan penyiaran. fusaha lzin vang sah, yang
terkait dengan penyelenggaraan siaran),

= = oo g

(2} Penerimaan yang diperoleh dari sumber pemmbilayaan
sehapaimana dimalksud pada  avat (1), mecrupakan
penerimaan  dacrah  yang dikelola langsung  secara
transparan untuk membiayai LPPL sesusad dengan ketentuan
peraturan ipati berlaku.

Pasal 10

Tara cara, prosedur dan pertanggungiawaban pengsunaan
sumber pembiayasn LPPL sebagsimana dimaksud dalam Pasal o
ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati,

DAD W1
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu
Program Siaran dan Pengounaan Frekuensi

Masal 11

(1) Penyelenggara LPPL wajib membuat peta janskauan siaran
dan sistem peralatan transmisi vang direncanakan di suatu
wilayah layanan siaran.

(€} Penggunaan Irekucnsi LPPL di tetapkan olsh lemnbaga vang
berwenang,

Bagian Xedua
Cakupan Wilavah Siaran

Fasal 12

Cakupan wilayah siaran LPPL adalah cakupan wilayah siaran
vang melipati wilayah Kabupaten Lumsjang dan sekitarnva.

Bapian Ketiga
I=i Sieran

Faszal 13

(1) Isi siaran LPPL, wajib memhberikan perlindungan can
pemberdayaan kepada khelayek khusus, veitu anak-anak
dan remaja, dengan menviarkan mata acara pada waltu
yang  lepal dan  wajib  mencantumkan dan/atau
menyebutkan klasitikasi khalavak scsuai isi siaran.



{2)

(3]

(4]

i1)

1l

(2]

I=i siaran LPPL scbhagaimana dimaksud pada avat (1), wajib;

a. dijega netralitasnyva dan tidak boleh mengutamakan
kepentingan golongan terentu;

b. mengikuti Pedomon Perilalu Penyiaran dan Standar
Frogram Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penylaran
Tndonesia.

Klazifkasl acara siaran sebageimana dimaksud pada ayst (2),
disusun sesuni pedomaon Perilnloa Penyiaran dan Standar
Frogram Siaran yang ditetapkan oleh Homisi Penylaran
Indonesia.

[s1 siaran LPPL scbagaimana dimmaksud pada avat (2)

dilarang :

a. bersifat  fitnah, moenghasut, menyesalkan -;lu.tll.l'&Lau
bohong;

b, menonjolkan unsur  kekerasan, cabul,  perjudian,
penyvalahpunaan narkoba; atau

¢, mempertentangkan sukuy, agama, ras dan antar golongan;

d. memperolok, merendahkan, melecehkan dan/amau
mengabailean nila-nila ageama dan martabat matusio.

Walkiu siaran iklan niaga LPPL paling banyak 13% (lina
belas perseratus) dan selarubh wakitu siaran setiap hari.

Waktu siaran iklan layvanan masyvarakat paling sedikit 30%
(Hga puluh perseratus) dan siaran iklannva setiap hari

Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam
NEegCTl.

Pasgal 14

Semua  organisasi sosial politik dan/atau bakal calon
persecorangan dapat memanfzatksn program saran LPPL
dalam rangksa memberikan pendidikan sosial politik kepada
masvarakat.

Eetentuan lelih lanjut mengenal program siaran LPPL yvang
mermuat materi tontang pondidikan sosial polink distur
dalam Pecraturan Bupad, dengan prinsip harus bersilai
netral sebagmimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 20035 tentang Penyvelangeraraan
Lembapga Penyiaran Publik

Paszal 15
LPPL dapat menyelenggarakan penyviaran melalui sistem
terestrial cenpan klasifikasi Penylaran radio secara analog

atall digiral.

LPPL wajib membuat klesifikasi acara siaran sesuad
kkhalayak sasaran.



[4] Pembuatan klasilikasi acara siaran didasarkan pads
perlimbangan isi dan waklu siaran acara serta usia
khalayak sasaran.

Bagian Kecmpal
Bahasa Siaran

Pazal 16

(1} Bahaza pcngantar utama dalam penyelenggaraan program

siaran barus menggunakan bahasa Indonesia vang baik dan
benar,

(2) Apabila diperlukan, hahasa daecrah dapat dipergunakan
sabagni bahasa penpantar dalam penyelenggaraan program
siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.

(3) Bahasa asing hanva dapat digunakan sebagai bahasa

pengantar pads mata acara siaran tertenia untuk siaran
dalam negeri.

(1) Untuk siaran program khusus luar neger, bahasa asing
dapat digunakan scbagai pengantar untuk seluruh wakiu
slaran.

(5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam
bahasa aslinya.

Segian Kelima
Relay Siaran Bersama

Pasal 17

LPPL sebagninana dimaksud dalam Pasal 12, wajib merelay RRI
j__‘.‘.-_'lda acara dan wakiu terlenly sesusl pole aearce yang lelah
ditentulsan.

Bagian Keenam
Ralat Siaran

Pasal 15

(1) LPPL, wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau
berita dikemahui terdapar kekeliruan danfatan kesalahan
altas isi siaran danfatau berita.

(2] Ralal atau pembelulan sebagsimana dimaksud pada ayal
(1}, dilakukan dalam jangks waklu kurang dari 24 [dua
puluh  cmpat) jam berikuinya, dan  apabila  tidak
memungkinrkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan
pada kesernpatan perlama seria mendapat perlalonan utama.

(3) Ralat atau pembelulan sebagaimana dimaksud pada ayvat (Z)
tidak membebaskan tanggung jawab alau tuntutan huloum
vang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

L)



(1}

(2)

(3]

(4]

i1}

2]

(3]

Bagian Ketujuh
Siaran lklan

Pagal 1G

Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etk
peviklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPl dan
peraturan perundangan vang berlakuy,

Slaran iklan niaga vang disiarlear pada mate acara siaran
imtuk snak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk
analk anak,

Siaran Tklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30
sampai dengan pukul 05.00 WIB.

LPPL  sebspaimans  dimaksud dalam  Pasal 15, wayils
menyediakan walkiu untuk siaran iklan layanan masyarakat
yang dilakukan dalam wakiu yvang tersebar mulai pukul
06.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan harga
khusus.

Bagian Kedelapan
Arsip siaran

Pasal 20

LPPL wajib menyimpan bshan atau materl siaran paling
sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sctelah siaran.

Bahan siaran yvang memiliki nilai sejarah, nilag informmas,
atau nilai penyiaran yang tinggl, wajib discrahkan untulk
cisimpan pada lembaga vang ditunjuk untuk menjaga
kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangsn yang
herlaku.

Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimsksud
pada avet [2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan
siaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlala.

BAR VII
QRGAN LPPL RADIO SUARA LUMAJANG

Bagian Kesatu
Organ

Pasal 21

(1] Organ Radio Suara Lumajang terdiri atas

a. Dewan Pengawas;
b. Dewan Direksi;

c. Sekretariat;

d. Unit,

10



(2)

(1)

12

Ketentuan lebih lanjut mengenal Sekretariat dan Unit
sebagaimana pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d, diatur
dalam Peraturan Bupati.

Bagan Kedua
Dewan Pengawas

Pagg] 22

Anggota dewan pengawas berjumlah 3 (Ligu) vrang, 1 {satu)
orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua dewan
pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat angeota dewan
pengawas,

Dewan pengawas terdiri atas unsur LPPL, masyarakat, dan
pemerintah.

Calon anggota dewan pengawes diusulkan cleh pemerintah
kepada  DPRD berdasarkan masukan dari Pemerintah
dan/atau mesvarakat.

Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh
sckretariat yang secara administratil berada di bawah dewan
direksi,

Pazal 23

Dewan Pengawas sebapaimane dimaksud dalam  Pasal 22,
diangkat olch DBupati atas usul DPRD setelah melalui uji
kepatulan dan kelayakan sccara terbuka atas masukan dari
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasgal 24

Dewan pcngawas scbagaimana dirnaksud dalam  Pasal 23,
meinpuriyal tugas:

i.

menetapkan kebijjakan umum, rencana induk, kebijakan
penyiaran, rencans kerja dan anggaran tahunan, kebijakan
pengembangan  kelembagaas dan  sumber dava, scrta
mengawasi pelaksinaan kebijakan sesum dengan arah dan
tujuan penyiarain;

mengawsasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta
independensi dan netralitas siaran;

melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka
terhadap calon anggota dewan dircksi;

mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai
direknuar ulama;

menetapkan pembeagian tugas Direksi;

melaporkan pelaksanaan  tugasnya kepada Bupati dan
DPRT.
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Pasal 25

Untuk dapat dipilin sebagai Anggota Dewan Pengawas harus
memenuhi syarat ayaras sehagai beriloat

el
b
C.

oo

i

Warga Negary Indonezia;

bertakwa zepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia kepeda Pencasila dan Unds ng-Undang Dasar Negara
Kepublik Indonesia Tahun 1945;

schal jasmani dan rohani;

berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
berpendidikan SArjand atau memililkd kompetensi intelektual
¥ang sclary;

meémpanyal integritas dan  dedikasi ¥ang tnggi urtulk
mempertahankan persatuan dan  kesatuan bangza dan
ncgara;

memiliki  kepedulian, wawasan, pengelabuan danfatay
keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan
kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnysa:

tidak memiliki jabatan rangkap; dan

nonpartisan

Pasal 26

Angpola Dewan Pengawss berhent! atau diberhentikan sehelum
habis masa jabatannva apahila:

B o m

e s

(1]

(2]

(3]

meninggsl dunia;

mengundurkan diri;

tidak melaksanakan ugasnya dengan baik;

tidak melaksanakan ketentuan peraluran  perundang-
undangan yang berlakuy;

terlibal dalam tindakan vang merugilean Institis;

dipidana karena melakukan tindak pidana berdaserkan
putusan  pengadilan vang  telah  memperoleh keluaran
hukum tetap; dan

tidak lagi memenuhi persyaratan scbagaimana dimalesud
dalam Pasal 23,

Pasal 27

Keputusan pemberhentian sebagamana dimaksud dalam
Pasal 20 hural ¢, hurul d, dan huruf e ditezapkan sctelah
yang bersangkutan diberi kesempatan membela dir,

Pembelaan diri sebagaimana  dimalkesiad pada ayat (1)
dilaleukean secara tertulis dolam Jjengka walkru 1 (saluw) bulan
terhitung sejak anggora dewan pengawas ¥yang bersanglutan
diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian
tersebul.

Selama rencana pemberhentian  sebagsimana  dirmaksud

pada ayat (2) masih dalamn proscs, anggota dewan pengawas
yang bersanghutan dapat melanjutkan fagasnva.
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(4) Jike dalam jangka wakty 2 (dua) bulan terkitung mejale
tanggal penyampaian pembelaan diri sehagaimana dimalesud
pada ayat (2), DPRD tidak memberikan  rekomendasi
semberhentian  kepada Bupati, rencana pemberhentian
terscbut batal.

(31 Kedudukan sehagaj anggola  dewan pengawss  berakhir
dengan  dikeluarkannya kepulusan pemberhentian  oleh
Bupati

Pasgal 28

Selambat-lambatnva 6 (enam] bulan sehelum masa jabsatan
Dewan Pengawas berakhir, Pemerintah Daerah dan/atau
Mmasyarakat haris sudah mengajulion Calon Dewan Pengaweas
kepada DPRD,

Pasal 249

(1} Dewan Pengawas LPPL mempunyai masa kergja 5 [lima)
tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 [satu) kali
masa kerja berikutnya,

(2) Tata cara pemilihan dan pengangkatar, gaji dan tunjangan
lain Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peratiiean
Eunati.

Bagian Ketiga
Dewan Dircksi

Fasal 30

Persyaratan untuk dapat dianglkat menjadi anggota Dewan

Direksi adalah Wargs Negara Republik Indonesia FHIE:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepuda Pancasila dan Undarg-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945:

sehal jasman! dan rohani:

berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

berpencidikan sarjana;

mempunyai integritas dan  dedikasi  yang tinggl  untuk

memperighankan persatusn dan  kesatuan bangsa dan

Negara;

g memliki kepedulian, wawasan, pengetahuan  dan/atau
Keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publilk,
keeuali bidang tugas terlentu dalam pengelolaan penyiaran:

h. tidak terkait largsung alavpun tidak langsung dengan
kepemilikan dan kepengurusan media rmassa lainnya;

1. tidak memiliki jabatan lain; dan

j. non partisan.

el
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Pasal 31

[1} Tala cara pemilihan dewan direksi ditentukan oleh dewan

(<)

(1]

12

pengawas.

Calen  dewan  direksi  terpilik diangkat melalui surat
keputusar dewan pengawas

Pusgal 32

Anggota dewan direksi berjumlah paling banyak & [enam)
orang yang terdiri atas 1 (salu) orang dircktur utamsa dan
paling baryak 5 (lima| orang direktur, vang masing-masing
memimpin Direktorat.

Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berssal dari Pogawai Negeri Bipil den bukan Pegawai
Ncgeri Sipil sesuai dengan keterituan peraluran perundang
undangan yvang berlaku.

Pasel 33

Dewan direksi mempunyai tugas:

.

1]
'

(1)

melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan oleh  dewsn
pengawas yang meliputi kebijakan umurm, rencana induk,
kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan,
serta kebijaken pengembangan kelembagsen dan sumber
daya;

memimpin dan mengelola LPPL sesuai dengan tujuan dan
senantiasa berusaha meningkalkan daya guna dan hasil
ouna;

menetapkan  getentusn  teknis pelaksanaan operasional
lembaga dan operasional penyiaran:

mengadakan dan memeslihara pembultuan serta sdministeasi
sesual dengan peraturan yang berlalog;

menyispkan lapuran tahunan dan laporan berkala:

membuat laporan keuangan sesuai dengan  ketenlusn
peraturan perundang-undangan vang berlalag;

mewakili lermbaga di delam dan di luar pengadilan;

munjalin kerja sama denpgan lembago lain baik di dalam
maupun di luar negeri.

Pasal 34

Anggota dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh
dewarn pengawas,

Anggota dewun direksi diangkat untuk masa jabatan 5 [lima)
tahun dan dapal dizngkat kembali hanya untuk (satu) kali
masa jabatan berikutnya,

Angpola dewan direksi berhenti apebila:
a. meninggal duria;

b mengundurkan diri;

¢. berhalangan tetap.
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(4) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis

[4)

(7}

(8)

1¥]

(10]

(11)

[12)

(13]

Imasa jabatannya apabila:

a. tidek melaksanakan “etentuzn peraturan  perundang-
undangan vang berlalou:

b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;

¢. dipidana karena melakukan lindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh keluatan
hukum tetap; alau

d. idak lagi memerahi persyvaratan schagaimana dimaksuc
dalam Pasal 20.

Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayar (4) humif a dan huraf b, yang
bersangkutzn diberi kesernpatan membela din,

Pembelaan  diri schagaimena  dimaksud pada  ayat (3]
dilakukan accara tertulis dalam jangka wakt 1 (satu] bulan
terhitung sejuk angpota dewan dircksi yvang bersangkutan
diteri tahu secara tertuls oleh dewan pengawas tentang
rencana pemberhentian tersebut.

Sclama  rencana  pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi
yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

Jika dalam jangka waktu 2 [dua) bulan terhitueg seojak
anggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud
pads. ayal (5] dewan pengawas tidak memberikan pulusan
pemberhentian anggota dewsn  direksi lersebut, rencana
pemberhentian batal,

Kedudukan sebsagai anggola dewan direks’ berakhir dengan
dikeluarkannya keputusan pemberhentian  oleh  dewan
pengawas.

Angpota dewan direksi yvang sedang menjalani pemeriksacn
di tingkat penyidiken karena disangka melakukan tindak
pidana, diberhentikan sementara  dari jabatannya dan
apahila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, vang
bersunglutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada
jabatan vang sama.

Apabila salah salu atau beberapa anggota dewan direksi
berhalangan tidak tetap, kekosongan jahalan tersebu: diisi
oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara
oleh dewan pengawas,

Jika anggota dewar direks: berhenti atau diberhentikan,
jabatan  pengepanti  antar waktu  diisi  sesuai dengan
Eelentuan tenlarg pengangkatan dewan direksi

Pasal 35

Dewan Pengawas mengajukan calon direks: selambat lambatnya
6 [enam) bulan sebelum masa jebatan Direksi berakhir kepada
Bupali.
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Pasz| 36

(1} Apabila Dircksi diberhentikan sshelum masa Jabatannya

berakhir, maka Dewan Pengawas mengongkat Peleksana
‘Tugas (PLT).

(2) Pengangkatan PLT sebagaimana di maksud pada ayat (1), di
letapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas untuk masa
Jabatan selama latmanya 3 (liga) bulan.

Pasal 37

Strukiur organisasi LPPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupasati

BAE VIII
PENGELOLAAN

Pasal 38

{1} Pengelolaan LPPL dilakukan olech dewan direksi secara
kolegizl.

(2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan
direksi dan ditetapkan oleh direktur utama,

(3] Selain dewan pengawas dan dewsn direlos dilarang turut
campur dalam kebijskan operasional siaran LPPL.

(4] Tata cara pengelolaan, sistern dan proscdur  serla
pertanggungjaweban perngelolaan diatur lebih lanjut dengen
Peraturan Bupati.

BAB IX
PERTANCGUNGIAWABAN

Pasal 39

Dewan Direlsi bertangeungjawahb atas keseluruhan
peryelenggarann  penyiaran dan  kewangan, baik ke dalam
maupun ke luar LPPL.

FPaszal 440
(1) Tahun buku LPPL adalah tahun anggaran negara,

{<)  LPFPL wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan
EPOrAn Keuangan.

{(¢) Laporan iahunan dan laporan berkala paling sedikit
mecmuat:
a. lzporan mengenal pelaksanaan rencana kerja serta hasil-
hasil vang tclah dicapai;
0. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanasan sencana
keria;
c. nama anggeta dewan direksi dan dewan pengewas:
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()

3]

(1)

(2]

(-3)

(]

Lapouran keuangan paling sed kil mermmual;

8. perhitungan tahunan vyang terdiri  alas nersem,
perhitungan penermaan dan biaya, laporan arus las,
dan laporan perubakan kexuvaan:

h. ga'i dan tunjangan lain bagianggota dewan direksi dan
dewan pengawas,

Laporan kevangan ssbagaimana dimaksud pada avat (4],
diaudit oleh akuntan publik dan hasilnys diumumkarn
melalii media masss.

BAB X
EEPEGAWAIAN

Pasal 41

Pegawal LPPL adalah Aparatur Sipil Negara yvang diangkat
berdasarkan letentuun peraturan  perundang-undangan
vang berlaku dan pegawal Aparatur Sipil Negare bukan
Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh dewan direksi
berdasarkan perjanjian kerja.

Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajilan Aparatur Sipil
Negara LPPL sebapsimana dimaksicd pada ayat (1) diatur
Lerdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan keputusan dewan direksi.

Persyaratsan, ledudukan, hak dan  kewajiban peEAWAL
Aparatur  sipil ncgara bukan Pegawai Negeri  Sipil
scbageimana dimaksud pada avat [1) diatur berdasarkan
Letontuan  perataran perundang-undangan yang  berlaku,
zeputusan dewan dircksi dan pedanjian kerja.

Pegawai LPPL dilarang menjsdi anggota dan/atan DENEUIrIS
partai politik,

Pasal 42

Tata cara, prosedur dan pertanggungjawasan  penggunaan
penerimasn dan keuangan Laporan keusngan Tahunan LPPL
sehagaimann dimaksud dalam Pasal 40, diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupsti.

(=)

(2)

(3]

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pembentukan Dewan Pengawas paling lamba: 6 (enam)
bulan setelah di tetapkan Peraturan Daerah ini.

Diewwran Direkesi terbentuk  paling  lambac Blenam] bulan
setelah Dewan Pengawas lerbentuk.

LPPL diawasi oleh DPRID.
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BAB XII
KETENTUAN PENTITUP

Pasal 44
Persturin pelaksanaun dari Peraturan Daerah ini h

dilelaplkan paling lambat 1 (satu) tshun
penguncangan Peraturan Deerah ini,

arus sucak
sejull  tanggal

Peraturan Daerah ini mulai berlacy pada tanggal diundangkan.

Apur sctiap orang mengetahuinya,
pengandangan Peraturan Daerah ini den
dalamn Lembaran Daergh Kabupaten Lumaj

memerinntahkan
Eill ponempatannya
aTg,

Ditelaplkan dilumajang
pada tanggal 27 Juli 2017

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 27 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAII
KABUPATEN LUM

B ors

TALTYUSRON, M. Ap
Pembina Tinglkat 1
NIF. 19721218 199201 1 DO

LEMBARAN DAERAH KABRUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 5

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR:
5/2017.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO SUARA LUMAJANG

I. UMM

IT.

Penyelenggaraan penvieran adalah sarana yung sangat penting dalam
komunikas: massa vang mempunyvai peranan dalam kehidupan sosial,
budaya,  politik, ckonomi masvarakat luas. Untuk memberilan
kescimbangan dalam memperolch informasi tersebut diperlukan lembaga
penylaran publik yang bersifat independen, netral, tdak komersial dan
berfungsi memberikan layanar untuk kcpentingan masyarakat. Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radiv Suara Lumajang diperlukan wuntuk
mewyjudkan  visi dan  rmisi pemenintah Kabupaten Lumajang dan
menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio sesusmi dengan prinsip -prinsip
radio yang independen, netral, mandiri dergan program siaran yang
senantiasa  berorientasi  kepada kepentingan  maosyarakat delam
menyeharluaskan  informasi pembangunan, pendidikan,  hiburan,
pelestarian budaya daerah, ckonomi dan sosial vang kreatil, edukatif dan
berwawasan  kebangsaan, sehingga mampu membuka wawasan  dan
mencerdaskan masvarakat.

FASAL DEMI PASAL
Pazal 1
Cukup jclas.
Pasul 2
Cukup jelas.
Pasal 3
g. Yang dimaksud dengan *independen” adalah tidak bergantung
dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
b. Yang dimaksud dengar “netral” adaiah tdak memihak kepada
kepentingan salah sata pihak yang berbeda pendapal.
¢. Yang dimaksud dengan *tidak komersial® adalab tidak semata-
mala mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan
peningkatan layanan masyarakat,

Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal &

Cukup jelas.
Pasal 7

Cugup jelas
Pasal ¥

Cusup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
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Paeal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Culup jelas
Pasal 13

Cultup jelas
Pazal 14

Cukup jelas
Pagal 15

Cukup jelas
Passl 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 1G

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pazal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Culup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cuknp jelas
Pasal 20

Cukup jeles
Faszal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Culp jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pusal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pazal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
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Pasal 40

Cukup jelas
Pasgal 11

Culup ‘elas
Pasal 4.2

Cukup jelas
Pazal 43

Cukup jelas
Masal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DACRAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017
NOMOR 5
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